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I PENDAHULUAN ...«

Alam Indonesia luar biasa
kayanya. Tidak ada negara
sebanding Indonesia. Segala musim
orang dapat betcocok tanam.
Apapun dapat tumbuh di alam
Indonesia. Menurut Bung Karno,
hanya pensil ditancap di tanah yang
tidak tombuh. Alam Indonesia nar
biasa __cantiknya pula. Menurut

seorang Belgia bernama Gazand
kepada Penulis, dia telah berkeliling
duniz belum pernah melihat alam
seindah Indonesza Brasil memang
cantik juga namun Indonesza lebih
cantik,

Tanah vang cantik yang
membentang dari Sabang hingga
Merauke dilihat dati peta seakan
untaian jamrut di atas lautan yang
biru. Akan tetapi tidak masuk:akai

¥ Gury Besar Iown FHukuwm pada Program Pasca § aga.em Umvemtds Indonma, Umﬂemtm‘ ijwjjamn
Bandunrg, Universitas Trisakti Jakarta dan manta Jaksa pada Kejaksaan Agang R1 :




s_e_hﬁi:, ",:_n_ggéi_i_ ‘yang subur, kaya
alamaya dan sangat indah ini dihuai
oleh manusia yang kurang cakap,
‘agak malas dan sering meng-
~ gantungkan segala sesuatunya
kepada naszb_ Senrg pula berpﬁur

_ _ ch sar;ana tetapl malas

: -membaca buku, ingin hidup

-makmur’ tetapl malas beketja
sehingga cenderung korups. Ada
sebagian orang yang mengatakan,
kita bodoh karena dijajah Belanda.
Akan tetapi Prof Takdir Alisyah-
bana mengatakan kita dijajah
Belanda katena bodoh. Lihat
"Thailand dan Jepang tidak pernah
dijajah karena bangsa dan pemim-
pinnya cerdas.

Semestinya Indonesia menjadi
pengekpor hasil pertanian nomor
satu di dunia, nyatanya kita tetap
mengimpor beras, gula bahkan ada
yang tidak masuk akal kita meng-
impor juga jagung dan tepung
ketela Belanda yang negerinya kecil
sebesar Jawa Barat, enam puluh
persen tanahnya berada di bawah
permukaan laut, hanya tiga bulan
dapat bercocok tanam, tetapi dia
pengekpor hasil pertanian nomos
tiga di dunia. Jadi, alam yang kaya,
subut, luas dan cantk ddak berart
penduduknya menjadi malemur jika
tidak dapat mengembangkan diti.

Dalam rangka globalisasi yang

sudah masuk ke segala segi ke- -

hidupan itu, ada pula yang ingin
menentangnya, padahal dari segala
segi, ekonomi, kevangan, budaya
bahkan sampai pada perkawinan
camput petkembangannya sudah
semakin meluas. Kita scbenaznyé_" ”
hatus ikut menjadi pemain dalam
globalisasi, bukan menjadi obyek
permainan. Jepang, Kotea dan Cina
sudah menjadi pemain utama
dalam hal globalisasi ekonomi.
Mereka justru menikmati glo-
balisasi itu sedangkan kita menjadi
korban globaﬁsasi.
Sangat menyedihkan kit'zi_'
mengemis minta negara tertentu
untuk  menanam modal di
Indonesia, padahal modalnya itu
sebagian adalah hasil korupsi dan
penyelundupan dari Indonesia dan
ditanam di negara tersebut.
Kejahatan terhadap kekayaan
alam Indonesia huas sekali jangkau-
annya. Ada kejahatan lingkungan
hidup, ada kejahatan menyangkut
kehutanan, ada kejahatan menyang-
kut perikanan, ada kejahatan
tethadap konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya, ada

kejahatan terhadap cagar budaya,
dan tidak terhitung yang lain.




Daiam tullsan ini hanya

g :_kejahatan di- bidang hngkungan :
o -hidup, konservasi sumber. ‘daya.
- alamhayati dan ekosistemnya, zone
. ekonomi eksklusif, perikanan dan

s kehutanan yang d1b1carakan Itupun

i ___"seca.‘ca sumir. serta, hanya masaiah, .
% ﬁfﬂmtmya sa]a i

g .-'H.'- -:'-PEMBAHASAN \ O

| "A. Ke;ahatan terhadap hng-

kunganhldup S

_ Sexmg pakar hukum lzngu:
kungan mengatakan bahwa
‘penerapan hukum pidana ling-

| kungan adalah ultimum remedium
Dia ber31fat subsuiiantas hanya
f'diterapkan pka instrumen lain

seperti adm.lmsttam dan perdata-

tidak mampu menanggulang1
pencema:an petusakan dan
pengurasan lingkungan. Dalam
Undang-undang Lingkungan
Hidup hanya disebut pencemaran
dan perusakan lingkungan yang
menjadi penyebab turunnya mutu
lingkungan hidup. Padahal ada lagi
yang ketiga, yaitu pengurasan
lingkungan.

-Penerapan hukum pidana
menjadi premum remedium (obat
pertama) jika pencemaran dan

perusakan lingkungan cukup luas,

e .'-mengenal perbuatan l«.esen
.3 menceman atau merusak :_ngu

'teféaﬂgka adalah residivis, korban :

cukup besar, pejabat adrmmstrasz_

‘betkolusi dengan penc:emar dan
-'perusak lingkungan. : '

Delik 1 terpenting hngkungan_

-hidup tetcantum di dalam Pasal 41

42, 43 dan 44 UULH P_a

. kungan “Pencemaran ter]adi jika

mutu. lingkungan hidup turun
ketingkat tertentu. Tingkat te;:tentu
artinya melampaui ambang batas
yang ditetapkan Pemerintah.
Pemerintah menetapkan baku mutu
air, udara dan tanah. Jika ambang
batas itu dilampaui maka dapat
dikatakan terjadilah pencemaran.
Mungkin juga terjadi pencemaran
padahal ambang batas tidak
dilampaui. Dalam hal ada izin,
maka unsut melawan hukum
hilang, kecuali pejabat administrasi
betkolusi dengan pimpinan proyek.
Dalam hal seperti itu hukum
pidana dapat diterapkan. Perusa-
kan ingkungan juga demikian. Ada
HPH yang diberi 1zin untuk
memanfaatkan hasil hutan dengan
syarat tertentu. Ada izin per-
tambangan dengan syarat tertentu
dan ada izin untuk menangkap ikan
juga dengan syarat tertentu.
Kebijaksanaan yang ditempuh




= _'.:.I_oleh RRC sangat bagus yaitu jika

o ada perusahaan yang ingin mem-

- buka proyek, maka permhk proyek

. harus menylmpan uang jaminan

g '_pa;_ia Pemerintah. Makin tinggi

. resiko pencemaran dan petusakan
| __-:_ihngkungan ‘makin besar ‘uang

By jammanyangharus dlserahkan ]Jka
hngkurigéﬁ yang dlaklbatkan oleh
 proyek itu, maka vang jaminan
itulah yang diambil oleh Pemerin-
‘tah untuk menanggulangi pence-
maran atau perusakan tesebut.

" Pasal 42 ; mengenai perbuatan
culpa atau kelalaian yang menye-
babkan ter;admya pencematan atau
perusakan lingkungan. Misalaya
penjaga ﬁl_té_i limbah yang lupa
menjalankannya, sehingpa limbah
yang mcngﬁ_n__dung bahan bet-
bahaya atau beracun itu masuk ke
dalam tanah atau air atau udara.

Pasal 43 diambil dari ran-
cangan KUHP yang selanjutnya
Perancang KUHP itu mengambil
dari KUHP Belanda. Ada pet-
bedaan mendasar antara delik
lingukungan hidup di dalam
UULH dan KUHP. Yang ada di
dalam UULH yang ingin dilindungi
pertama ialah lingkungan hidup
nomor dua manusia, selanjutnya
yang ada di dalam KUHP yang

ingin dilindungi ialah pertama -

manusia:dan kedua baru lmg—' o

kungan hidup. -

- Perbedaan lain, ialah Pasal 41 .
dan 42 itu menyangkut pencemaran
atau perusakan lingkungan yang

berkaitan .dengan kegiatan suatn.
proyek yang- membuang limbah,

jadi mestinya berkaitan dengan :
perizinan dan baku mutu atau
ambang batas. Sedangkan Pasal 43
dan 44 menyangkut perbuatan
langsung hlembuang zat betbahaya
dan beracun ke dalam air per-
mukaan, tanah atau udara. Jadi,
biasanya tidak betkaitan dengan
masalah perizinan tidak berkaitan
dengan baku mutu atau biasanya
dilakukan oleh individu. Pasal 43
mengenal perbuatan kesengajaan
dan Pasal 44 mengenai perbuatan
culpa atau kelalaian. Misalnya
seseorang yang menyimpan bahan
kimia untuk dijual atau untuk
dipakai sendiri sengaja mem-
buangnya ke air permukaan (sungai
dan danau) atau ke tanah atau ke
udara atau karena kelalaiannya
bahan itu masuk ke air permukaan
atau tanah atau udara. Misalnya
drum penyimpanan bahan bet-
bahaya atau beracun itu bocor dan
menetes ke selokan yang akhirnya
masuk ke dalam air sungai. Jadi, jika




. pencemaran yang dimaksud pada
. Pasal 41 dan 42 berkaitan dengan
~ limbah dan tercampur deng__an alr
‘sungai atau laut; ‘maka yang
~diperiksa ialah ambien bukan

: _._;_z_t_-fﬂucz;t-yang langsung keluar dari

. poryek. Jadi, menyangkut ambang
'_';_b'ﬁté'é:' ':é't'a'u baku. mutu dan
‘petizinan. Istilah “air permukaan
'_”adalah isitlah penulis.. yang

menetjer ewzahkan istilah cxrface warer

(Inggeris) dan oppervlakie water

(Belanda) yang maksudnya sungai,

danay, telaga wadulk dst tetapi tidak
ternasuk Jant, Untuk pencemaran
laut harus dibuat undanmmdmg
lain lagi seperti di Nedetland.

B. Delik Dalam Undang-
_ Undang Konservasi Sumber
@aya Alam Hayari Dan

) _Ek@szsmﬁm}ra
" Rumusan delik di dalam

Undang-uadang Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosis-

temnya 4 (empat) buah, tetapi

hanya satu pasal saja, yaitu Pasal 40.

Pasal ini terdiri atas 5 ayat 4

diantaranya (ayat 1 sampai dengan

4) merapakan rumusan delik,

“Rumusan delik I, yaita Pasal 40
ayat(l) yang merupzkan petaturan
sanksi, sedangkan rumusannya
ialah Pasal 9 ayat (1) dan 33 ayat

(1) karena antara kedua pasal itu

“bukan “atay’
dlgﬁbung merx}adi sat baglaﬂ inti
g (be.rfaﬂdeet) delik. . "

" (Pasal 19 ayat (1) dan Pas{él'_::_’*}:?y_:;:iyat

(1) dipakai kata penghubung “dan”
> maka kedua vnsurit

- Perbuatan yang digabunrr itu,

_zza,alah___“_set_iap orang melakukan
-petbuatan yang dapat m@nga_kibat—
kan perubahan terhadap keutuhan

kawasan suaka alam (Pasal ;1:-9:-_ay_at
(1) dan melakukan kegiatan yang
dapat mengakibatkan perubahan
terhadap keutuhan zona int taman
nasional (Pasal 33 ayat (1). Sebenar-
nya fumusan “kawasan suaka alam™
it lain daripada “zone inti taman
nasional”. Jadi, dua rumusan delik
disambung dengan kata “dan”
maka berarti kumulatif, padahal
pasti maksud pembudt undang-
undang ini merupakan dua bagian
inti delik yang merupakan_alterw
natif. Untuk maksud ita mestinya
anatat kedua bagian int ini dipakai
kata “atau” dan bukan “dan”.
Berdasarkan penafsivan gramatika
undang-undang, maka kedua
bagian ini digabung menjadi sar
artinya penyusun dakwaan hatrus
membuktikan kedua bagian it
dilakukan terdakwa. Kedua deli:
tersebut mesrupakan delik formel,
artinya tidak perlu terjadi akibar
karena dipakai kata-kata “dapar
mengakibatkan” dst.




C DethaiamUndang—Undmug
- Nomor 5 Tahun 1983 Ten-
g tanngne EkﬁnomEksidusﬁ
- (LN. Tahun 1983 Nomor 48)

Ketentvan - ‘hak berdaulat
Republik: Indonesm di.Zone Eko-

- '_ nomi Eksklusﬂ' untuk melakukan
.eksplomm dan eksp101tas1 pengew :

‘lolaan dan. konserva& sumbert daya

~atau hayati ‘dan non hayati dati

dasar laut dan tanah dlbawahnya
serta air di atasnya dan kegiatan-
kegiatan lainnya untuk eksplorasi
dan eksploritasi ekonomis zona
tersebut, seperti pembangkit
tenaga dari ait, arus dan angin
(Pasal 4ayat () huruf a).

- Berdasarkan hak berdaulat
tersebut, Indonesia menjalankan
yurisdiksi ‘yang berhubungan
dengan:

a.. Pembuatan dan penggunaan
pulau-pulan buatan, instalasi-
instalasi dan bangunan yang

lain;

b. Penelitian ilmiah mengenai
kalautan;

¢. Perlindungan dan pelestarian
linglungan hidup (Pasal 4 auat
(1) huraf b)
Indonesia juga menaati

kewajiban-kewajiban yang bet-
dasarkan hukum laut intetnasioanal
seperti kebebasan pelayaran dan
penerbangan internasional setta

kebebasan pemasangan kabel dan
pipa:bawah laut (Pasal 4 ayat (2) :
dan(3). ... :
Kemudian diatur tentang per—
izinan untuk melakukan eksplorasi
dan atau eksploitasi sumber daya
alam atau kegiatan-kegiatan yang -

lain dasi Zone Ekonomi Ekskhus1f o

(Pasal 5 ayat (1) dan (2) Pasal 6,7,
dan 8). e -

- Peraturan. tentang ganti ke«
rugian diterapkan di Pasal 9, 10,11
dan 12, yang terpenting untuk
diketahui ialah ketentan tentang
penegakan hukum yang dicantum-
kan bahwa KUHP jalah tentang
penyidik delik Zona Ekonomi
Eksklusif, yaitu perwita TNI
Angkatan Laut yang ditunjuk oleh
Panglima Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Pasal 14).

Di sini ditentukan bahwa
hanyalah perwira tersebut yang
dapat menyidik, karena dikatakan
adalah ... dan setetusnya. Tidak
sepett biasanya dalam undang-
undang lain yang mengatakan selain
dari meteka yang menjadi penyidik
menurut acara hukum pidana
dibebankan juga wewenang
penyidikan kepada... dan seterus-

nya.

Ketentuan pidana yang ter-
cantum pidana penjara tetapi hanya
denda terhadap pelanggaran Pasal




g '5’5&3‘5 (1) Pasal 6 dan Pasal 7

- diancam pidana Rp. 225.000.000
(dua ratus dua puluh lima juta

. Iruplah) sedang kapal dapat

' -dlrampas i

. Delik yang berhubungan

L dengan lingkungan hidup betlaka
-'--:Undang—undang ngkungan

: ;Hldup Delik yang berupa penge-

~ rusakan dan pemusnahan barang-
| barangbuktl yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana untuk
menghindatkan tindakan penyitaan
diancam- pidana denda setinggi-
tingginya-Rp. 75.000.000 (tujuh
puluh hma juta ruplah) e

D Dehk Dalam Undang-

. -_Undang Nomor 9 Tahun
._ _'; 1985 . Tentang Perikanan
' (LN. 1985 Nomor 46)

Undang-undang ini mengganti
sz‘zimeijz Ordennantie tahun 1927,
yang selain sudah kuno juga
ancaman pidananya ddak sesuai
lagi dengan keadaan. Ia menggant
pula ketentuan tentang perikanan
yang tercantum di dalam Terviforiale
Zee enn Maritieme Kringen Orgonnantse
Tahun 1939.

Di dalam konsiderans undang-
undang ini jelas dikatakan bahwa
perikanan atau sumber daya ikan di
dalam perairan dan Zone Ekonomi
Eksklusif Indonesia sangat poten-

sial dan penting artinya, peran dan
manfaatnya sebagai modaii"él'asé.r
pembangunan untuk ; mengupaya-
kan peningkatan kesej ahteraan dan
kemakmumn rakyat. L

- Undang-undang i 1mpun bet-
maksud mencapai pemetataan dan

- keadilan sumber daya ikan-.tgfgtb'ut

di samping membeti kesempatan
ketja kepada nelayan dan membina
kelestarian sumbet daya 1kan
tersebut , Vi

- Sanksi pidananya tercantiiin di
dalam Bab VIII Pasal 21 sampm
dengan Pasal 30. e

E. Delik Dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan
(LN.Tahun 1999 Nomor
167)

Undang-undang kehutanan
merupakan salah satu undang-
undang sektoral yang dinaungi oleh
UULH karena pada bagian “meng-
ingat” dalam konsideransnya
tertulis UULH. Mermang masalah
hutan meupakan masalah ling-
kungan hidup. Di dalam undang-
undang tersebut terdapat juga
ketentuan pidana yang mengan-
dung rumusan delik. Rumusan
delik dan sanksinya terpisah. Pasal
78 mengandung sanksi dan
menunjuk rumusan delik berupa




| '_...(1) sampai dengan ayat (12 s i3,
| . Deng d'mﬂnanada 12 (dua_
belas) rumusan' dehk yaitu

ndd xnanfaatm kawasan 12,111 usaha"
o ;___-.pemanfaatan jasa. hngkuncran
.. dzin usaha, pemanfaatan hasil

. ‘hutan kayu memmbulkan

‘kerusakan hutan. Ancaman
- pidananya adalah _penjara
- maksimum sepuluh tahun dan

. denda maksnnum lima miliar

(Pasai 78 ayat ( (1); .

erbuatan yang meianggar

- Pasal 50 ayat (3), yaitu: -

2. mengerjakan dan/ atau
. -menggunakan dan/ atau

menduduki kawasan hutan

- secara tidak sah atau;

b _:meramb:ah.kawas;;n_hutan

Lataw,

. c _melakukan pcnebangan
_.pohon dalam kawasan

. ‘hutan dengan radius ataw

...jarak sampai dengan :
1. 500 meter tepi waduk
afau danau

2 200 meter dan tepi
‘mata air dan kiri kanan

perbuatanyangdﬂarangdalamayat

sungai di daerah rawa; -

- 3100 inétef dari kiri

; -_-kanan tep1 sungai

4 :.-'50 ‘meter. dari kri

= i_;kanan tepi anak sungai;

S_:__:_;dua ali kedalaman |
T _juxangdantepl urang,_--_' _

6. 130 kaliselisth pasang
o tertmgg1 dan pasang
o _L-terendah dan tepl
opantai

;:-_:__:Ancaman pxdana untuk

- tumusan keduva ini adalah

o 'pen]a;:a makszmum sepuluh

... tahun dan denda maksmum
 lima milias xuplah

Perbuataﬂ membakar hutan
(Pas'tl 50 ayat (3). huruf d.

| 4_: ' 7Ancaman pidananya berdasarw
. kan Pasal 78 ayat (3) adalah

_penjara maksimur. 15 tahun

y— dan denda m‘;kmmum lima

5.

_mﬂax rupiah. . .
Karena kelalmannya menye—
) babkan hutan terbakar Pasal
50 ayat (3) huruf d. Ancaman
":'_'_pidananya bcrdfisarkan Pasai
- 78 ayat (4) adalah penjara
1 makszmum 5 tahun dan denda

maks1mum satu setengah
miliar,

Perbuamn menebang pohon
atau memanen atau memungut

. hasﬂ hutan di dalam hutan

tanpa _me_rmi_iki ha_l«. atau izin




daﬁ pejabat yang berwenang
<4 atau menetima, membeli atau

’menj ual menerlma tukar,

| : % :menenma 1:111pan menyimpan
Cliatan, memjhkx hasﬁ hutan yang

55 "dzketahm ai:au pamt di duga

-' .'t1dak Sah Ancaman pldananya

" berdasarkan Pasal 78 ayat (5)

'adalah pen]ara ‘maksimum

‘sepuluh tahun dan denda
o ‘_fmaksunum tima miliat rupiah.

6. Perbuatan penambangan de-
:':ngan pola pettambangan ter-

‘buka (Pasal 38 ayat (4) atau
1 melakukan kegiatan penyelidi-

‘kan'umum atau ekspioms; atau
'eksploﬁ:am baharn’ tambang di
" ‘dalam kawasan hutan, tanpa

" izin Mented Kehutanan. Anca-
" 'man pidananya berdasatkan

Pasal 78 ayat (6) adalah penjara
‘maksimum 10 tahun dan denda
* maksimum hrna miliar ruplah
. Melakukan perbuatan meng-
:angkut menguasai atau me-
miliki hasil hutan yang tidak
ddengkapx bersama-sama de-

" ngan surat ketetrangan _§ahnya
hasil hutan (Pasal 50 ayat (3)
hutuf h. Ancaman pidananya
berdasarkan Pasal 78 ayat (7)
'adalah pen}ma maksnnum lima
tahun dan denda maksimum 10

- miliar rupxah

Melakukan perbuatan meng—

gembaia ternak di dalam ka-

wasan, hutan yang. udak di-

' -'_tun}uk secara khusus unmk
2 maksud tersebut oleh: pe]abat
“yang bcmfenang (Pasal 50 ayat

4 (3) hw:uf b: Ancaman pldana—

Cnya bcrdasarkan Pasal 78 ayat
o (8) adalah Pen}ata makslmum

tiga bulan "dan " denda

' taksitmum sepuluhjuta rup;ah

Melakukan perbuatan mem-

- baw_a alat-alat berat dar__:t/ ‘atau

10.
" yang lazim digunakan untuk

 alat-alat lainnya yang Iazmn atau
 patut diduga akan digunakan

untuk mengangkut hasil hutan,
tanpa izin pejabat yang bet-
wenang (Pasal 50 ayat"(?))" hutuf
j). Ancaman pidananya beg-
dasarkan Pasal 78 ayat (9)

~ adalah penjara maksimum lima

tahun dan denda maksimum

lima miliar rupiah.
Sengaja membawa alat-alat

menebang, memotong, atau

‘membelah pohon di dalam

kawasan hutan tanpa izin

" pejabat yang berwenang (Pasal

50 ayat (3) huruf k). Ancaman
pidananya berdasarkan Pasal
78 ayat (10) adalah maksimum

tiga tahun dan denda maksi-
‘mum satu miliar rupiah.




78 ayat (1 1) adalah pen ara i
- maksimum- tiga tahun dan

'_fdenda maksjmum Rp 50 OOO -

) . 3-".5.'denda maksunum sam mihar'-' ::"5000 Ma Puluh uta ruPlah)

2 ---r-rupiah

IR S/






